
 

 

 
 

49 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan 

yang di ajukan didepan yaitu bahwa diskresi yang diberikan polisi 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khusunya anak yang 

melakukan tawuran, berupa pemberian pengertian dari pihak 

kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan 

memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan 

mengulangi perbuatan pidana lagi, merupakan penyelesaian dengan 

cara diversi berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu dengan 

pemberian tindakan yang telah disebutkan diatas, telah tercapai 

perdamaian antara korban dan anak, dan dapat diselesaikan diluar 

pengadilan, serta anak bisa terhindar dari perampasan kemerdekaan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Diharapkan dalam menangani masalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, melalui diskresi dalam bentuk diversi polisi dapat 

menggunakan daya kreasinya berupa diskresi. Misalnya dengan  
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memberikan tindakan berupa pemberian pengertian dari pihak 

kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan 

memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan 

mengulangi perbuatan pidana. 

2. Diharapkan agar dalam menanganan anak yang berkonflik dengan 

hukum, polisi dapat menyelesaikannya dengan cara diversi dengan 

menggunakan diskresi berdasarkan pertimbangan sesuai dengan 

tujuan diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

 

 

 



 

 

51 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Aryanto Sutadi, dkk. 2013. Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan 

  Implementasinya Di Lapangan  , Komisi  Kepolisian Nasional, Jakarta. 

Budi Hardjono, dkk. 1995. Perilaku Remaja dan Permasalahannya, 

Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta. 

 

Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 

 

Kartini Kartono,2014, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja ( Cetakan ke-

14 ), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

 

--------------------, 2014, Patologi Sosial Jilid 1 ( Cetakan Ke-14 ), PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

 

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ( Edisi Revisi ), PT 

Refika Aditama, Bandung. 

 

Maulana Hassan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum 

Perlindungan Anak, PT Gramedi Widiasarana Indonesia, Jakarta. 

 

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana ( Edisi Revisi ), PT Rineka 

Cipta, Jakarta. 

 

Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan 

Konsep Diversi dan Restorative Justice ( Cetakan Ke-2 ), PT 

Refika Aditama, Bandung. 

 

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, 

CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. 

 

W.A. Gerungan DIPL, 1983, Psychologi Sosial, PT. Eresco, Bandung. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 



 

 

52 
 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2002 

Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. 

Sekretariat Negara. Jakarta. 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. 

Sekretariat Negara. Jakarta. 

 

 

Website 

http://m.hukumonline.com/ yang diakses pada tanggal 30/08/2016 pukul 15.30 

WIB 

 

 

http://m.hukumonline.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


